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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2012-2016. Populasi dalam penelitian ini yaitu 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) periode tahun 2012-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis data time series dan cross section. Data yang dikumpulkan dengan cara melakukan metode dokumentasi dan selanjutnya di analisis dengan model regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja daerah, sementara dana bagi hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. 
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ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of local revenue, the general allocation fund, revenue-sharing and special allocation funds to the local shopping district / city in West Sumatra in 2012-2016. The population in this study were 19 regencies / cities in West Sumatra province that has the data of the Regional Budget year period from 2012 to 2016. The data used in this research is secondary data. Data collection techniques in this study using a data type of time series and cross section. Data collected by means of methods of documentation and subsequently analyzed with multiple linear regression model. The results of this study indicate that local revenue, the general allocation fund and Special Allocation Fund effect on public expenditures, while revenue-sharing has no effect on their spending. 
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara yang memiliki struktur pemerintahan yang di bagi menjadi Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Pada tingkat provinsi yang bertugas sebagai kepala pemerintahan adalah Gubernur, sedangkan pada tingkat Kabupaten dan Kota yang bertugas sebagai kepala pemerintahan adalah Bupati dan Wali Kota (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1).
Dalam menjalankan tugasnya pemerintah daerah diberikan wewenang atau yang disebut dengan Otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Rizki, 2012).
Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. 
UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan pelaksanaan desentralisasi kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga nya sendiri, menggali pendapatan daerah dan mengalokasikan dana bagi pelayanan umum, serta kewenangan dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Wulandari, 2014).
Sesuai dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD. DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Kurniawan, 2012).
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pendapatan aasli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan tujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2013). Pendapatan asli daerah (PAD) tentunya disetiap daerah berbeda-beda.  
Setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda dalam mendanai berbagai macam kegiatan, yang mengakibatkan adanya kesenjangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lain. Pemerintah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi masalah kesenjangan fiskal tersebut, yaitu mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah yang disebut dengan dana perimbangan (Permana, 2013).
Maka pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja daerah yang semakin besar jika anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) besar (Wandira, 2013). Saat otonomi diterapkan di Indonesia dan dana transfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak dapat dihindari dikarenakan pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelesaikan segala macam urusan rumah tangganya. Hal ini lah menyebabkan pemerintah daerah banyak mengeluarkan biaya dibandingkan sebelum adanya otonomi namun yang menjadi permasalahaan saat ini adalah pemerintah daerah lebih mengandalkan dana pertimbangan sebagai sumber pembiayaan utama dalam membiayai pengeluaran rutin dan pembiayaan pembangunan.
Hal ini terjadi adanya kesenjangan keuangan antara pemerintah daerah untuk membantu pembiayaan pemerintah daerah sehingga timbul permasalahan pemerintah daerah dan terlalu banyak mengandalkan dana perimbangan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan mereka tanpa mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki.
Tabel 1.1
Perbandingan Realisasi Belanja Daerah dengan Target Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam Rupiah
	Kabupaten/ Kota
	Tahun
	Target Belanja Daerah
	Realisasi Belanja Daerah 
	%
(Persentase)

	Kota Solok
	2012
	456.414.901.280,02
	397.859.893.269,98
	87%

	
	2013
	488.246.342.204,34
	420.777.699.292,36
	86.18%

	
	2014
	527.685.196.554,54
	452.972.592.178,46
	85.84%

	
	2015
	586.075.575.817,17
	477.740.630.854
	81.52%

	
	2016
	670.290.016.710
	653.715.016.710
	97.53%

	Kab. Pasaman Barat
	2012
	723.849.223.186
	659.236.017.428
	91%

	
	2013
	810.934.368.178
	713.163.312.529
	87.94%

	
	2014
	952.597.232.830
	835.376.469.117
	87.69%

	
	2015
	1.097.812.396.623
	909.853.751.901,39
	82.88%

	
	2016
	1.206.583.551.280
	1.198.083.551.280
	99.29%

	Kep. Mentawai
	2012
	661.265.670.578,87
	515.944.475.919,52
	78%

	
	2013
	760.281.484.858,35
	597.810.788.800,72
	78.63%

	
	2014
	866.019.953.288,06
	689.716.977.220,43
	79.64%

	
	2015
	1.053.819.892.382,97
	840.151.497.974,33
	79.72%

	
	2016
	1.167.997.747.000
	1.163.997.747.000
	99.66%

	Kab. Lima Puluh Kota
	2012
	823.044.098.423,52
	765.014.346.350,9
	93%

	
	2013
	947.540.350.041
	881.545.027.326
	93.04%

	
	2014
	1.063.189.073.204
	986.352.862.831
	92.77%

	
	2015
	1.224.481.293.072
	1.088.650.647.131,83
	88.91%

	
	2016
	1.345.521.951.342,56
	1.324.824.438.971
	98.46%

	Kab. Solok Selatan
	2012
	532.125.849.564
	487.389.724.518
	92%

	
	2013
	576.751.339.190
	530.578.741.208,15
	91.99%

	
	2014
	660.540.529.613
	595.547.531.731
	90.16%

	
	2015
	790.299.292.360
	703.395.983.375,35
	89%

	
	2016
	893.123.988.610
	891.123.988.610
	99.77%

	Kota Bukittinggi
	2012
	522.203.826.129
	447.442.753.557,54
	86%

	
	2013
	590.656.144.731,91
	504.110.258.149,6
	85.35%

	
	2014
	641.272.623.131,51
	542.050.414.973,83
	84.53%

	
	2015
	685.879.275.666,48
	579.102.342.041,49
	85.57%

	
	2016
	640.399.921.630
	623.399.921.630
	97.34%


Sumber : BPS Sumbar
Permasalahan yang terjadi pada tabel 1.1 di atas, Data Keuangan Kota Solok mengalami penurunan dari tahun  2012 ke 2013 sebesar 87% menjadi 86,18% lalu mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 85,84% , pada tahun 2015 mengalami penurunan kembali sebesar 81,52% dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 97,53% dilihat dari sumber Belanja Daerah Kota Solok masih belum mencapai target yang disepakati. Sedangkan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2012 ke 2013 mengalami penurunan sebesar 91% menjadi 87,94% lalu mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 87,69%  pada tahun 2015 mengalami penurunan lagi sebesar 82,88% dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 99,29% dilihat dari sumber Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat masih belum mencapai target yang disepakati.
	Kepulauan Mentawai pada tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan 78% menjadi 78,63% lalu mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 79,64% pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 79,72% dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan lagi sebesar 99,66% dilihat dari sumber Belanja daerah Kepulauan Mentawai masih belum mencapai target yang disepakati. Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2012 ke 2013 terjadi kenaikan sedikit sebesar 93%  menjadi 93,04% pada tahun 2014 mengalami penurunan sangat drastis sebesar 92,77% pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 88,91% sedangkan tahun 2016 mengalami kenaikan lagi sebesar 98,46% dilihat dari sumber Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum mencapai target yang disepakati.
	Permasalahan lainnya yaitu Kabupaten Solok Selatan, data keuangan mengalami penurunan pada tahun 2012 ke 2013 dari 92% menjadi 91,99% lalu pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 90,16% tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 89% dan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 99,77% dilihat dari sumber Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan masih belum mencapai target yang telah disepakati. Sedangkan Kota Bukittinggi data keuangan mengalami penurunan dari  tahun 2012 ke 2013 sebesar 86% menjadi 85,35% lalu mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 81,53% pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang sangat drastis sebesar 85,57% sedangkan 2016 mengalami kenaikan sebesar 97,34% dilihat dari sumber Belanja Daerah Kota Bukittinggi masih belum mencapai target yang telah disepakati.
	Uraian dan permasalahan yang ditemui dibeberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, penulis membandingkan dalam sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa masalah dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) ini berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat?
3. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat?
1.3 Tujuan Penelitian
	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris tentang:
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
3. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagi Peneliti dan Akademik, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
2. Bagi Pemerintah Daerah, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang menyangkut tentang penggunaan anggaran penerimaan dari pemerintah daerah tersebut untuk mengeluarkan respon belanja dengan efektif dan efesien.



1.5 Sistematika Penulisan
Untuk memperoleh gambaran yang  sistematis mengenai penulisan skripsi  ini maka penulis membagi dalam lima bab dengan urutan pembahasan sebagai berikut :
BAB I	PENDAHULUAN
Merupakan pengantar menuju inti permasalahan dan menjelaskan gambaran umum penelitian. Hal-hal yang diuraikan dalam bab ini adalah menjelaskan latar belakang, perumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
BAB II	KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Bab kedua berisi landasan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian, berisi uraian terkait dengan PAD, DAU, DBH dan DAK terhadap Belanja Daerah. Paparan beberapa hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian. Serta rumusan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini.
BAB III	METODOLOGI PENELLITIAN
Bab ke tiga mengemukakan tentang gambaran objek penelitian, operasional variabel peneliti yang berisi indentifikasi, definisi dan pengukuran variabel, model penelitian, metode analisa data, teknik pengolahan data dan alat bantu yang digunakan.


BAB IV 	HASIL DAN ANALISIS
Pada bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian dari tiap-tiap variabel penelitian yang terkait dengan tujuan penelitian pengujian hipotesis dan penerapan metode analisa. Analisa data dimulai dengan statistik deskriptif sebagai gambaran umum dari penelitian serta penggunaan analisa regresi dari model penelitian untuk menguji hipotesis. 
BAB V 	PENUTUP
Pada bab  ini merupakan bagian terakhir dari sebuah skripsi, dimana dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diturunkan dari bab pembahasan dalam penelitian serta saran yang direkomendasi bagi pengguna hasil penelitian. 



BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Agency Theory
	Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah  persetujuan (kontrak) diantara dua pihak, yaitu principal dan agen. Dalam teori  ini principal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama principal (Jansen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan principal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan principal.
	Teori keagenan dalam sektor publik merupakan sistem keagenan  yang bertingkat. Bertingkat yang dimaksudkan disini adalah karena hubungan keagenan dalam pemerintahan terjadi dalam dua bentuk, yaitu :
1. Hubungan Keagenan antara Legislatif dan Eksekutif
Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah principal (Halim dan Abdul, 2006). Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara principal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang timbul diantara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan.
Dalam perspektif keagenan sektor publik, legislatif (DPRD) merupakan pihak yang berperan sebagai principal dan eksekutif (Pemda) bertindak sebagai agen. Anggaran daerah disusun oleh Pemda sesuai dengan program yang akan dijalankan. Setelah anggaran disusun dalam bentuk RAPBD, kemudian RAPBD tersebut diserahkan kepada DPRD untuk kemudian diperiksa. Jika RAPBD yang telah diajukan Pemda tersebut dianggap telah sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), maka DPRD akan mengesahkannya menjadi APBD. APBD tersebut yang akan menjadi alat kontrol bagi DPRD untuk memantau kinerja Pemda.
Adanya konflik antara eksekutif dan legislatif dapat dijelaskan bahwa eksekutif memiliki keunggulan dalam hal penguasaan informasi dibanding legislatif. Keunggulan ini bersumber dari kondisi aktual bahwa eksekutif adalah pelaksana semua fungsi pemerintah daerah dan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam waktu sangat lama. Eksekutif memiliki pemahaman yang baik tentang birokrasi dan administrasi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari seluruh aspek pemerintahan. Oleh karena itu, anggaran untuk pelaksanaan pelayanan publik diusulkan untuk dialokasikan dengan didasarkan pada asumsi-asumsi sehingga memudahkan eksekutif memberikan pelayanan dengan baik.
Eksekutif akan memiliki kecenderungan mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari yang aktual terjadi saat ini (asas maksimal). Sebaliknya untuk anggaran pendapatan, eksekutif cenderung mengusulkan target yang lebih rendah (asas minimal) agar ketika realisasi dilaksanakan, target tersebut lebih mudah dicapai. Usulan anggaran yang mengandung kesenjangan seperti ini merupakan gambaran adanya asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif. Kesenjangan tersebut terjadi karena agen (eksekutif) menginginkan posisi yang relatif aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Halim dan Abdullah, 2006).
2. Hubungan Keagenan antara Legislatif dan Publik
Dalam hubungan antara legislatif dan publik, legislatif (DPRD) bertindak sebagai agen dan publik bertindak sebagai principal. Legislatif merupakan perwakilan dari rakyat yang dipercaya untuk dapat menjalankan tugasnya dalam mensejahterakan rakyat dan mengembangkan daerahnya. Legislatif bertindak berdasarkan keinginan rakyat dan rakyat memantau kinerja dari legislatif. Jadi walaupun di satu sisi legislatif menjadi prinsipal, tapi dalam hubungannya dengan publik, legislatif bertindak sebagai agen. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, legislatif menempatkan dirinya sebagai pihak yang menerima tugas dari publik, kemudian melakukan pendelegasian tugas kepada eksekutif untuk melakukan penganggaran.
Perilaku oportunistik legislatif lebih kelihatan jelas. Penganggaran legislatif semestinya membela kepentingan pemilihnya dengan mengakomodasikan kebutuhan publik dalam anggaran. Usulan kegiatan yang akan  dibiayai dengan anggaran seharusnya didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan  masyarakat yang terindentifikasi ketika legislatif turun ke lapangan melakukan penjaringan aspirasi masyarakat (Halim dan Abdul, 2006).
Hubungan keagenan pada pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan dan bukan hanya untuk mematuhi kepentingan prinsipal saja dalam agency theory yang menjadi prinsipal ini adalah pemerintah  pusat sedangkan yang menjadi agen adalah pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menyusun anggaran belanja daerahnya sendiri. Hal ini disebabkan karena ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun suatu daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari prinsipal dan agen harus sama, agar terciptanya kesejahteraan bersama.

2.1.2 Belanja Daerah
Belanja daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Sementara itu, urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangang, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pariwisata (Yani, 2013:373). Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 
Menurut Permendagri No 13 tahun 2006 pasal 23 klasifikasi belanja daerah dibagi berdasarkan :
1. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah mencakup :
a. Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaaan Umum
b. [bookmark: _GoBack]Perumahan Rakyat, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan
c. Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan
d. Kependudukan dan catatan sipil
e. Pemberdayaan perempuan dan perlingdungan anak
f. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
g. Sosial, Ketenagakerjaan, Koperasi dan usaha kecil dan menengah
h. Penanaman Modal, Kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga
i. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
j. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
k. perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
l. Ketahanan pangan, Pemberdayaan masyarakat dan desa
2. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah mencakup:
a. Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber daya mineral
b. Pariwisata, Kelautan dan Perikanan
c. Perdagangan, Industri dan Ketransmigrasian.
3. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:
a. Pelayanan Umum, Ketertiban dan Ketrentaman
b. Ekonomi, Lingkungan Hidup
c. Perumahan dan Fasilitas Umum
d. Kesehatan, Pariwisata dan Budaya
e. Pendidikan dan Perlindungan Sosial.
Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 20014 belanja dikelompokan menjadi dua yaitu  belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
a. Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (Principal Outsanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
c. Belanja Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
d. Belanja Hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah dietapkan peruntukannya.
e. Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
f. Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
g. Belanja Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepadak abupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.
h. Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencanaalam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
a. Belanja Pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Warsito, dkk 2008).

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa disebut dengan PAD dapat dikatakan sebagai Pendapatan Daerah sesuai dengan Undang-undang No. 33 tahun 2004 yang menjelaskan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesusai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain dari hasil daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Kenaikan dari jumlah kontribusi PAD akan sangat berperan dalam rencana pemerintah daerah yang tidak ingin selalu bergantung pada pemerintah pusat. Upaya peningkatan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang antar jasa daerah dan kegiatan ekspor/impor.
Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 sudah jelas bahwa bunyi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Maka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2004) dimana pendapatan daerah diambil dari :
1. Pajak Daerah 
Dalam UU No. 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 10 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 terdapat dua jenis pajak yaitu Pajak provinsi dan Pajak kabupaten/kota. 
Jenis Pajak Provinsi terdiri atas lima jenis Pajak yaitu: 
a. Pajak kendaraan bermotor
b. Bea balik nama kendaraan bermotor
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
d. Pajak air permukaan
e. Pajak rokok. 
Sedangkan untuk pajak kabupaten/kota terdiri atas sebelas jenis pajak yaitu: 
a. Pajak hotel
b. Pajak restoran
c. Pajak hiburan
d. Pajak reklame
e. Pajak penerangan jalan
f. Pajak mineral bukan logam dan bantuan
g. Pajak parkir
h. Pajak air tanah
i. Pajak sarang burung waket
j. Pajak perdesaan dan perkotaan
k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2. Retribusi Daerah
Menurut UU No. 28 tahun 2009 Pasal 1 dinyatakan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa  atau pemberiaan izin tertentu yang khusus disediakan, diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah. Retribusi Daerah menurut UU No. 28 tahun 2009. Retribusi Daerah digolongkan menjadi : 
a. Retribusi Jasa Umum
b. Retribusi Jasa Usaha
c. Retribusi Perizinan Tertentu
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan
Untuk dapat mengoptimalkan pencapaian target penerimaan negara bukan pajak pemerintah perlu melakukan:
a. Langkah-langkah untuk meningkatkan lifting minyak dan efesiensi cost recovery
b. Pengoptimalan penerimaan dividen BUMN melalui langkah-langkah restrukturisasi BUMN yang makin terarah dan efektif, penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan peningkatan sinergi antar BUMN
c. Peningkatan penggalian potensi penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan dan jasa oleh kementrian/lembaga, dengan melakukan langkah-langkah penertiban dan perbaikan administrasi PNBP, penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNBN, serta penyesuaian tarif dan peninjauan atas cakupan dan fleksibilitas penggunaanya
d. Evaluasi ulang terhadap kontrak kerja eksploitasi SDA yang ada saat ini
e. Pencatatan semua kategori PNPB dan harus masuk ke kas negara.
f. Pengelolaan PNPB yang transparan dan akuntabel
4. Pendapatan Asli Daerah yang sah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan secara jelas tentang komponen penerimaan yang sah
a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
b. Jasa biro
c. Pendapatan bunga
d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah
e. Potongan ataupun bentuk lain akibat dari penjualan 
f. Pengadaaan barang dan jasa oleh daerah
g. Selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
h. Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
i. Denda pajak
j. Denda retribusi
k. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
l. Pendapatan dari pengendaliaan
m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
Hubungan hukum antara piskus dan wajib pajak tidaklah selalu sama karena kompetensi apparatur fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi misalnya, mula-mula tidak terdapat peraturan yang melindungi wajib pajak melainkan yang bersifat melawannya. Akan tetapi lama kelamaan ada perbaikan dalam hal terdapatnya hak-hak wajib pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang.

2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Tujuan pentingnya pengalokasian Dana Alokasi Umum dalam rangka otonomi pemerintahan ditingkat daerah, untuk pemerataan, pelayanan, dan penyediaan pemerintah di daerah Indonesia disebabkan sumber daya alam yang tersedia antara kabupaten/kota tidak merata. Sehingga Dana Alokasi Umum dapat memperbaiki pemerataan perimbangan keuangan bagi hasil sumber daya alam tersebut. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto ini ditetapkan pada APBN. Dana desentralisasi penggunaannya bersifat block grant yang berarti bahwa Kepala Daerah perlu menyesuaikan dengan prioritas dari kebutuhan Daerah, untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan Neto, DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar, dan DAU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan imbangan yaitu 10% untuk Daerah Provinsi dan 90% untuk Daerah Kabupaten/Kota.
Menurut Ferdian (2013) bahwa Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan perannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Proporsinya yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintah daerah.
Perhitungan DAU dilakukan atas dasar celah fiskal untuk suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersaangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota.
DAU Kab/Kota = Bobot Kab/Kota x Dau Kab/Kota
Demi terciptanya objektifitas dan keadilan dalam pembagiaan DAU kepada daerah Provinsi dan daerah Kabupaten dan Kota maka penetapan formula distribusi DAU ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang anggotanya Mentri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Mentri Keuangan dan Pembinaan BUMN, Sekretaris Negara, Mentri lain sesuai kebutuhan, perwakilan asosiasi pemerintah daerah dan wakil-wakil daerah yang dipilih oleh DPRD.

2.1.5 Dana Bagi Hasil (DBH)
Perbedaan yang penting wajib pajak terletak pada pemenuhan kewajiban pajaknya antara lain :
1. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.
2. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum.
3. Wajib pajak dalam negeri menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak.
4. Pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam UU yang mengatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 
Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari : 
1. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam sebagai berikut :
a. Kehutanan 
Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Pengusaha Hutan (IHPH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) berasal dari wilayah daerah bersangkutan dibagi imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Penerimaan kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan 60% untuk pemerintah pusat dan 40% untuk pemerintah daerah.



b. Pertambangan Umum
Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari daerah bersangkutan dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.
c. Perikanan
Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.
d. Pertambangan Minyak Bumi
Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah derah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbangan 84,5% untuk pemerintah pusat dan 15,5% untuk pemerintah daerah.
e. Pertambangan Gas Bumi
Penerimaan pertambangan gas bumi yang berasal dari daeraah bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibagi dengan imbangan 69% untuk pemerintah pusat dan 30,5% untuk pemerintah daerah.
f. Pertambangan Panas Bumi
Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah bersangkutan merupakan Penerimaan Negara Bukan pajak dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusaat dan 80% untuk pemerintah daerah.
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak sebagai berikut :
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dan 10% bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.
b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Dana bagi hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% untuk pemerintah daerah dan 20% bagi pemerintah pusat dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten/Kota.
c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan  PPh Pasal 21
Dana bagi hasil dari penerimaan PPh tersebut dibagi antara pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyaluran dana bagi hasil ini dilaksanakan secara triwulan, yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20%. Kemudian dana bagi hasil tersebut dibagi dengan imbangan 60% untuk Kabupaten/Kota dan 40% untuk Provinsi.



2.1.6 Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pasal 162 UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan
dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk, yaitu sebagai berikut:
a. Membiayai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah pusat atas dasar
prioritas nasional.
b. membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu
Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai oleh DAK adalah kebutuhan
yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU,
dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Berdasarkan
ketentuan pasal 162 ayat (4) UU No. 32 tahun 2004 yang mengamanatkan agar DAK diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). dengan adanya pergeseran dalam penggunaan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan berdampak pada meningkatnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan terutama fungsi alokasi sejak implementasikannya otonomi daerah atau desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan dan pengealokasian seluruh dana perimbangan, kecuali Dana Alokasi Khusus. Kondisi ini tentu saja memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan. Pelaksanaan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, dan tidak termasuk penyertaan modal.
Kewenangan dalam pengalokasian DAK relatif terbatas karena dana tersebut pada dasarnya dikaitkan dengan pembiayaan kegiatan tertentu termasuk kegiatan reboisasi. Alokasi DAK perdaerah ditetapkan dengan peraturan mentri keuangan paling lambat 2 minggu setelah UU APBN ditetapkan. Petunjuk teknis penggunaan DAK ditetapkan paling lambat 2 minggu setelah penetapan alokasi DAK oleh mentri keuangan. Daerah penerimaan DAK wajib mencamtumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan administrasi, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

2.2 Pengembangan Hipotesis
2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah
PAD merupakan indikator kemandirian suatu daerah oleh karena itu PAD memiliki peranan penting dalam pembiayaan daerah. Semakin tinggi penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi daerah yang baik. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jolianis (2014),  Salawali dkk (2015) Kiki dan Nur (2016), Mirani dkk (2016) menyimpulkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nila dan Redo (2013) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli  Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Jika ada peningkatan jumlah PAD, maka terjadi peningkatan pula pada jumlah Belanja Daerah yang dikeluarkan. Dengan kata lain jumlah PAD mempengaruhi nilai belanja yang dikeluarkan oleh suatu daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :
H1 : 	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

2.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah
Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan keuangan daerah agar daerah tersebut dapat membiayai kegiatan umum yang merupakan urusan daerah prioritas nasional (Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000). Secara empiris membuktikan bahwa belanja pemerintah daerah di Indonesia terlalu responsif atas kenaikan DAU, dibandingkan kenaikan PAD terutama dari pajak daerah. Pemerintah daerah selaku penerima DAU bereaksi secara asimetri atas peningkatan nilai DAU yang diterima. Bila DAU meningkat dari tahun sebelumnya mendorong pemerintah daerah melakukan belanja daerah lebih besar dari kenaikan DAU (Sarjanedi 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andri ,dkk (2014) dan Apriliwati, Kiki Ninda, Nur Handayani (2016) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan Rahmawati, Suryono (2015) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadan Belanja Daerah. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 
H2 :	Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada   Kabupaten/Kota di Sumatera Barat


2.2.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah
Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Maka penelitian yang dilakukan oleh Listiorini (2012), menyatakan bahwa dana bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arda Rizki dan Dini Hapsari (2012) menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dikarenakan Dana Bagi Hasil bersifat block grant, pemerintah daerah cendrung bukan untuk pembangunan imprastruktur daerah. Menurut Arbie (2013), Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 
H3 :	Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada    Kabupaten/Kota di Sumatera Barat




2.2.4	Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah 
Dana alokasi khusus di alokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan rujukan, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, sarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, sarana dan prasarana perdesaan, serta perdagangan. DAK dimaksudkan untuk membiayai kegiatan kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu dan mendorong percepatan pembangunan daerah. Dana Alokasi Khusus dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, dan juga untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (Sunarno, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Gani William, Kristanto (2013) dan Muhammad (2015) menyimpulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Claudia (2016) dan Handayani Dwi, Septian Bayu Kristanto (2013) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Nahlia 2014). Setelah tahun anggaran berakhir daerah penerima DAK wajib manyampaikan laporan penyerapan penggunaan DAK tahun sebelumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 
H4 :	Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
2.3 Kerangka Pemikiran 
Kerangka konseptual atau kerangka berpikir merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup penulisan ini adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dimana variabel analisanya merupakan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Bagi Hasil (X3), dan Dana Alokasi Khusus (X4). Sedangkan variabel dependen (Y) yaitu Belanja Daerah untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pemikiran berikut ini :
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel 
Populasi mengacu kepada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2014). Oleh karena itu, populasi yang di ambil dalam penelitian secara keseluruhan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang terdiri 12 Kabupaten dan 7 Kota bahwasanya berdasarkan pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya merupakan pelaksaan desentralisasi. 
Sampel (sample) adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2011). Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh dimana keseluruhan anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013). Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat dari tahun 2012-2016.

3.2 Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yang merupakan laporan keuangan dari realisasi APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pada periode 2012-2016. Sedangkan sumber data tersebut merupakan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat.



3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui data sekunder dengan jenis data time series dan cross section. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan metode dokumentasi. Data diperoleh dari mengunjungi Situs web :www.dpkd.sumbar.go.id dan www.bps.sumbar.go.id,  Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Definisi Operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian  yaitu sebagai berikut:
3.4.1 Variabel Dependen
Variabel dependen disebut juga variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Menurut Sekaran (2011) variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku didalam investigasi. Variabel dependen didalam penelitian ini adalah Belanja Daerah.
Belanja Daerah
Semua kewajiban daerah atau semua pengeluaran daerah setiap tahun anggaran adalah beban daerah itu sendiri, sebab pengalokasian dana harus dilakukan secara efektif dan efesien. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 dimana Belanja Daerah menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006. Perhatikan rumus dibawah ini :


BD= BTL+BL
Keterangan:
BD   = Belanja Daerah
BTL = Belanja Tidak Langsung
BL   = Belanja Langsung


3.4.2 Variabel Independen 
Variabel independen disebut juga variabel bebas merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2011). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
3.4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lambut dan Budiarso 2013, Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan satuan nominal hitung rupiah berdasarkan jumlah Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi APBD pada setiap tahunnya dengan menggunakan data tahun. 
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (UU No. 28 Tahun 2009).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sector pajak daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,dan lain-lain pendapatan yang sah (Mardiasmo, 2002:132). Penghitungan PAD berdasarkan UU No. 33 tahun 2006 :

PAD = PD + RD + HPKDP + LPADS
Keterangan :
PAD		= Pendapatan Asli Daerah
PD		= Pajak Daerah
RD		= Retribusi Daerah
HPKDP	= Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan
LPADS	= Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah


3.4.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2006, DAU dapat diukur dengan menggunakan rumus :
DAU = AD + CF
Keterangan :
DAU 	= Dana Alokasi Umum 
AD	= Alokasi Dasar
CF	= Celah Fiskal 

Dimana :
Kebutuhan Fiskal (KbF)
CF = KbF – KpF (selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal)
Kbf= TBR (α1IP+α2IW+α3IPM+α4IKK+α5IPDRB/kαp)
Keterangan:
TBR		: total jumlah rata-rata APBD
IP		: indeks jumlah penduduk
IW		: indeks luas wilayah
IPM		: indeks pembangunan manusia
IKK		: indeks kemahalan kontruksi
IPDRB/kap	: indeks produk dosmetik regional bruto perkapita
α		: bobot indeks
Kapasitas Fiskal (kpF)
KpF = PAD + DBH PAJAK +DBH SDA
DBH PAJAK	= dana bagi hasil penerimaan pajak
DBH SDA	= dana bagi hasil penerimaan sumber daya alam


3.4.2.3 Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana Bagi Hasil yang di transfer pemerintah pusat terdiri atas dua jenis yaitu DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam). Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005, Dana Bagi Hasil (DBH) dapat di ukur dengan menggunakan rumus :
DBH = DBHP + DBHBP
Keterangan :
DBH 		= Dana Bagi Hasil
DBHP 		= Dana Bagi Hasil Pajak
DBHBP	= Dana Bagi Hasil Bukan Pajak


3.4.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)
Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, dan juga untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (Sunarno, 2016:79). DAK diukur diukur menggunakan rumus:
DAK = PUAPBD – Belanja Pegawai Daerah
Keterangan:
DAK		= Dana Alokasi Khusus
PU APBD	= Penerimaan Umum APBD (PAD+DAU)+(DBH-DBHDR)


3.5 Teknik Pengujian Data
Pengujian data menggunakan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik merupakan syarat utama untuk menilai apakah persamaan regresi yang digunakan sudah memenuhi syarat Blue (Best Linear Unbiased Estimator) yang pernah yang pernah dikemukakan oleh Ghozali (2013:103). Untuk membuktikan hipotesis yang telah dibuat dalam penelitian ini yang menggunakan uji regresi linear berganda, tetapi sebelumnya harus dilakukan pengujian asumsi klasik dahulu, uji asumsi klasik adalah sebagai berikut:
3.5.1 Uji Normalitas
Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013). Alat analisis yang digunakan dalam uji ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov dengan pedoman bahwa jika nilai uji Kolmogorov-Smirnov masing-masing variabel yang digunakan signifikan pada  > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.
3.5.2 Uji Multikolinearitas
 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan olehvariabel independen lainnya. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2013)

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas
 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homos-kedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji Gletjer yaitu dengan menggunakan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual.

3.5.4 Uji Autokorelasi
 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Juka terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi. Autokolerasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi dengan mengidentifikasi secara statistik ada atau tidaknya gejala autokolerasi dapat dilakukan dengan cara uji Durbin-Watson (DW test). (Ghozali, 2013: 113). Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis
Pegujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel-variabel independen secara individual ataupun secara bersama-sama. Analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah ingin menaikkan atau menurunkan variabel independen. Persamaan regresi berganda yang digunakan sebagai berikut:
Y = α + β1X1 +  β2X2 +  β3X3 + β4X4 +  ε 

Keterangan: 

Y		= Belanja Daerah
α		= Konstanta
β1, β2, β3, β4	= Koefisien Regresi
X1 		= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X2 		= Dana Alokasi Umum (DAU)
X3		= Dana Bagi Hasil (DBH) 
X4 		= Dana Alokasi Khusus (DAK)
ε		= Error Term








3.6.1 Uji Koefisien Determinan (R2)
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2013).

3.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Secara bebas dengan signifikan sebesar 0,05, dapat disimpulkan (Ghozali, 2013). Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, ini berarti semua variabel independen atau bebas  mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Jika nilai signifikan > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.



3.6.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)
Menurut Ghozali (2013) uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Bila Ho ditolak ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN


4.1	Statistik Deskriptif 
Uji statistik deskriptif digunakan untuk memprediksikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Dalam pengolahan data, penulis sebelumnya melakukan tahapan pengumpulan data informasi. Dari data yang ada terdapat 95 sampel yang diperoleh dari 12 Kabupaten dan 7 Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk data time series selama 5 tahun dari 2012-2016. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 16, statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian dapat terlihat seperti pada tabel 4.1 di bawah ini:
Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (dalam Rupiah)
	Variabel 
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Pendapatan Asli Daerah
	95
	17578
	476983
	69820.04
	68698.351

	Dana Alokasi Umum
	95
	268961
	1211386
	545486.89
	199079.283

	Dana Bagi Hasil
	95
	11047
	108587
	24690.49
	15700.759

	Dana Alokasi Khusus
	95
	14654
	395168
	87321.12
	76160.290

	Belanja Daerah
	95
	349829
	9098537
	1003048.93
	1160718.160

	Valid N (listwise)
	95
	
	
	
	


Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 16, 2017.
Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa hasil dari statistik deskriptif dari 95 jumlah sampel dalam penelitian ini. 	Dilihat dari variabel independen pendapatan asli daerah (PAD) nilai  terendahnya sebanyak Rp 17.578, sedangkan nilai tertinggi sebanyak Rp 476.983, dengan nilai rata-rata sebanyak Rp 69.820, dan nilai Standar deviasi sebanyak Rp. 68.698. Variabel independen dana alokasi umum (DAU) nilai terendahnya sebanyak Rp  268.961,  sedangkan nilai tertinggi sebanyak Rp 1.211.386, dengan nilai rata-rata sebanyak Rp 545.486, dan nilai Standar deviasi sebanyak Rp  199.079. Variabel independen dana bagi hasil (DBH) nilai  terendahnya sebanyak Rp 11.047 sedangkan nilai tertinggi sebanyak Rp 108.587, dengan nilai rata-rata sebanyak Rp 24.690, dan nilai standar deviasi sebanyak Rp 15.700. Variabel independen dana alokasi khusus (DAK) nilai  terendahnya sebanyak Rp 14.654 sedangkan nilai tertinggi sebanyak Rp 395.168, dengan nilai rata-rata sebanyak Rp 87.321, dan nilai standar deviasi sebanyak Rp 76.160. 
Pada variabel dependen Belanja Daerah (BD) nilai  terendahnya sebanyak Rp 349.829, sedangkan nilai tertinggi sebanyak Rp  9.098.537, dengan  nilai rata-rata Belanja Daerah  sebanyak Rp 1.003.048, dan nilai standar deviasi Belanja Daerah sebanyak Rp  1.160.718. 

4.2	Hasil Uji Asumsi Klasik
	Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah data penelitian dapat di analisis dengan mengunakan persamaan regresi linear berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas.
4.2.1	Hasil Uji Normalitas 
	Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Suatu regresi yang baik adalah dimana datanya berdistribusi normal. Dalam penelitian ini Uji One-Sample Kolmogorov-Smirno (KS) merupakan uji yang digunakan untuk menguji normalitas data.


Tabel 4.2
Hasil pengujian dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
	Keterangan
	Asymp Sig (2-Tailed)
	Alpha
	Kesimpulan

	LnPAD
	0,282
	0,05
	Normal

	DAU
	0,302
	0,05
	Normal

	LnDBH
	0,102
	0,05
	Normal

	LnDAK
	0,973
	0,05
	Normal

	LnBelanja Daerah
	0,628
	0,05
	Normal


Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 16, 2017.
	Berdasarkan table 4.2 di atas dapat dilihat masing-masing variabel yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK) memiliki nilai asymp sig (2-tailed) > alpha  0,05, maka dapat disimpulkan kelima variabel berdistribusi normal.
4.2.2 	Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi adanya multikolonieritas di dalam model regresi. Pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai cuttoff yang digunakan adalah nilai tolarance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10. Apabila hasil analisis menunjukkan nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel di dalam model regresi. 
Berdasarkan hasil pengujian multikolonieritas yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:





Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas

	Variabel
	Tolerance
	VIF
	Kesimpulan

	Ln_PAD
	0,513
	1,949
	Tidak terjadi multikolinieritas

	DAU
	0,411
	2,435
	Tidak terjadi multikolinieritas

	Ln_DBH
	0,861
	1,162
	Tidak terjadi multikolinieritas

	Ln_DAK
	0,677
	1,476
	Tidak terjadi multikolinieritas


Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 16, 2017.
Pada tabel 4.3 terlihat bahwa masing masing variabel independen yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK) yang masing-masing variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10. Masing masing variabel independen memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10, sehingga dapat disimpulkan setiap variabel independen tidak terindentifikasi atau bebas dari gejala multikolonieritas. Sehingga dapat dilakukan pengujian tahap selanjutnya.
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas berguna “untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji glejser, apabila Sig > 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 



Tabel 4.4
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

	Variabel
	Sig
	Alpha
	Kesimpulan

	Ln_PAD
	0,781
	0,05
	Tidak terjadi heteroskedastisitas

	DAU
	0,274
	0,05
	Tidak terjadi heteroskedastisitas

	Ln_DBH
	0,128
	0,05
	Tidak terjadi heteroskedastisitas

	Ln_DAK
	0,412
	0,05
	Tidak terjadi heteroskedastisitas


Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 16, 2017.
Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa setiap variabel independen pada penelitian ini telah menjelaskan nilai signifikan diatas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.2.4	Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2013). Berdasarkan tahapan pengujian yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil yang terlihat pada tabel 4.5 berikut ini:
Tabel 4.5
Uji Autokorelasi

	Model 
	Durbin-Watson
	Kesimpulan 

	1
	1,832
	Tidak terjadi autokorelasi


Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 16, 2017.
Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihal nilai (D-W) sebesar 1,832 atau berada antara -4 dan 4. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.



4.3 Pengujian Hipotesis
Setelah seluruh variabel penelitian berdistribusi normal dan terbebas dari gejala asumsi klasik maka tahapan pengujian hipotesis dapat segera dilaksanakan. Sesuai dengan tujuan penelitian, alasan pembuktian permasalahan penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat
Tabel  4.6
Hasil Pengujian Hipotesis

	Variabel Penelitian
	β
	Std. Error
	Sig
	Alpha
	Kesimpulan

	(Constanta)
	6,800
	1,462
	0,000
	-
	-

	Ln_PAD
	0,309
	0,089
	0,001
	0,05
	Signifikan

	DAU
	6,348
	0,000
	0,039
	0,05
	Signifikan

	Ln_DBH
	0,058
	0,099
	0,561
	0,05
	Tidak Signifikan

	Ln_DAK
	0,226
	0,065
	0,001
	0,05
	Signifikan

	R2                         0,543

	F-sig                     0,000


Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 16, 2017.
Berdasarkan hasil yang terdapat pada tabel 4.6 maka dapat dirumuskan persamaan regresi berganda sebagai berikut:
KA= 6,800 +  0,309 X1 + 6,348 X2 + 0,058 X3 + 0,226X4 
Berdasarkan nilai yang terdapat dalam tabel 4.6 menunjukkan bahwa diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,543. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK) sebesar 54,3% memberikan infomasi terhadap belanja daerah, sedangkan sisanya 45,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model ini.
Hasil yang diperoleh pada tahapan pengujian juga menunjukan nilai F-signifikan sebesar 0,000. pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK)  terhadap belanja daerah, karena nilai signifikasi sebesar 0,000 <  sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel-variabel penelitian.
Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis untuk membuktikan pengaruh masing masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual maka dilakukan pengujian t-statistik. Secara umum tahapan analisis dan pembahasan terhadap hasil pengujian t-statistik yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada sub bab dibawah ini:
4.3.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah
Pada hasil pengujian hipotesis pertama pada tabel 4.6 pendapatan asli daerah memiliki nilai koefisien bertanda positif sebesar 0,309 dengan nilai signifikan 0,001 dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,001 < alpha 0,05 maka keputusannya hipotesis pertama (H1) diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
PAD merupakan indikator kemandirian suatu daerah oleh karena itu PAD memiliki peranan penting dalam pembiayaan daerah. Semakin tinggi penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi daerah yang baik.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jolianis (2014),  Salawali dkk (2015) Kiki dan Nur (2016), Mirani dkk (2016) yang menemukan  bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nila dan Redo (2013) yang menemukan bahwa Pendapatan Asli  Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

4.3.2	Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua pada tabel 4.6 dana alokasi umum memiliki nilai koefisien bertanda positif sebesar 6,348 dengan nilai signifikan 0,039 dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,039 < alpha 0,05 maka keputusannya hipotesis kedua (H2) diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
Dana alokasi umum merupakan dana hibah yang bersifat blok grant yang kegunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Selama ini dana alokasi umum banyak digunakan untuk membiayai belanja yang bersifat operasional seperti belanja pegawai, belanja barang, dan jasa serta belanja lainnya. 
Temuan ini konsisten dengan hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya yaitu Andri ,dkk (2014) dan Apriliwati, Kiki Ninda, Nur Handayani (2016) menemukan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Suryono (2015) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadan Belanja Daerah.



4.3.3 	Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga pada tabel 4.6 dana bagi hasil hasil memiliki nilai koefisien bertanda positif sebesar 0,058 dengan nilai signifikan 0,561 dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,561 > alpha 0,05 maka keputusannya hipotesis ketiga (H3) ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah tidak dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam  mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Listiorini (2012), menemukan bahwa dana bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki dan Hapsari (2012) menemukan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

4.3.4	Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat pada tabel 4.6 dana alokasi khusus memiliki nilai koefisien bertanda positif sebesar 0,226 dengan nilai signifikan 0,001 dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,001 < alpha 0,05 maka keputusannya hipotesis keempat (H4) diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
Dana alokasi khusus dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan rujukan, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, sarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, sarana dan prasarana perdesaan, serta perdagangan. DAK dimaksudkan untuk membiayai kegiatan kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu dan mendorong percepatan pembangunan daerah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gani William, Kristanto (2013) dan Muhammad (2015) menyimpulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Claudia (2016) dan Handayani Dwi,Septian Bayu Kristanto (2013) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Begitu juga hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nahlia (2014) yang menemukan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
	



BAB V
PENUTUP

5.1  Kesimpulan
Berdasarkan kepada analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
2. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
3. Dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
4. Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

5.2 Implikasi
Adapun implikasi dari penelitian ini yang dapat peneliti ajukan adalah sebagai berikut :
1. Implikasi Akademik, untuk dapat melakukan penelitian lebih dalam lagi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah ini, karena masih dibutuhkan hasil penelitian yang lebih kuat tentang faktor-faktor lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini, namun juga dapat mempengaruhi belanja daerah.
1. Implikasi praktek, khususnya untuk  pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan daerah baik PAD maupun dana perimbangan diutamakan untuk Belanja Daerah, karena aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya Belanja Daerah merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik, sehingga tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dapat tercapai.

5.3 Keterbatasan dan Saran
Selama melakukan penelitian ini peneliti menyadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan, hal ini terjadi karena adanya beberapa keterbatasan yang peneliti hadapi. Secara umum keterbatasan itu adalah:
1. Penelitian ini hanya menggunakan data dengan jangka waktu pengamatan selama lima tahun. Untuk peneliti dimasa mendatang disarankan untuk memperpanjang jangka waktu observasi, karena semakin panjang jangka waktu penelitian akan diketahui variasi yang terjadi pada kab/kota yang akan memberikan kontribusi hasil penelitian yang lebih tepat dan akurat dimasa mendatang.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak bervariasi, disarankan untuk peneliti selanjutnya menambahkan variabel independen lainnya seperti jenis-jenis penerimaan daerah lainnya berupa sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah, serta variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, isu politik dan lain sebagainya.
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LAMPIRAN I
Nama Kabupaten Dan Kota di Provinsi Sumatera Barat
	No.
	Nama Kabupaten dan Kota


	1.
	Kabupaten Kepulauan Mentawai


	2.
	Kabupaten Pesisir Selatan


	3.
	Kabupaten Solok


	4.
	Kabupaten Sijunjung


	5.
	Kabupaten Tanah Datar


	6.
	Kabupaten Padang Pariaman


	7.
	Kabupaten Agam


	8.
	Kabupaten Lima Puluh Kota


	9.
	Kabupaten Pasaman


	10.
	Kabupaten Solok Selatan


	11.
	Kabupaten Dhamasraya


	12.
	Kabupaten Pasaman Barat


	13.
	Kota Padang


	14.
	Kota Solok


	15.
	Kota Sawahlunto


	16.
	Kota Padang Panjang


	17.
	Kota Bukittinggi


	18
	Kota Payakumbuh


	19.
	Kota Pariaman




Lampiran 2. Statistik Deskriptif
	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Pendapatan Asli Daerah
	95
	17578
	476983
	69820.04
	68698.351

	Dana Alokasi Umum
	95
	268961
	1211386
	545486.89
	199079.283

	Dana Bagi Hasil
	95
	11047
	108587
	24690.49
	15700.759

	Dana Alokasi Khusus
	95
	14654
	395168
	87321.12
	76160.290

	Belanja Daerah
	95
	349829
	9098537
	1003048.93
	1160718.160

	Valid N (listwise)
	95
	
	
	
	




Lampiran 3. Uji Asumsi Klasik
UJI NORMALITAS
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	
	Pendapatan Asli Daerah
	Dana Alokasi Umum
	Dana Bagi Hasil
	Dana Alokasi Khusus
	Belanja Daerah

	N
	95
	95
	95
	95
	95

	Normal Parametersa
	Mean
	69820.04
	545486.89
	24690.49
	87321.12
	1003048.93

	
	Std. Deviation
	68698.351
	199079.283
	15700.759
	76160.290
	1160718.160

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.264
	.100
	.257
	.190
	.287

	
	Positive
	.264
	.100
	.257
	.190
	.282

	
	Negative
	-.227
	-.082
	-.192
	-.170
	-.287

	Kolmogorov-Smirnov Z
	2.573
	.971
	2.501
	1.848
	2.795

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	.000
	.302
	.000
	.002
	.000

	a. Test distribution is Normal.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


SETELAH LN
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	
	LN_PAD
	Dana Alokasi Umum
	LN_DBH
	LN_DAK
	LN_BD

	N
	95
	95
	95
	95
	95

	Normal Parametersa
	Mean
	10.9234
	545486.89
	10.0046
	11.1041
	13.6038

	
	Std. Deviation
	.60333
	199079.283
	.42112
	.72141
	.54272

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.101
	.100
	.125
	.050
	.077

	
	Positive
	.101
	.100
	.125
	.050
	.077

	
	Negative
	-.066
	-.082
	-.051
	-.028
	-.075

	Kolmogorov-Smirnov Z
	.989
	.971
	1.221
	.484
	.750

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	.282
	.302
	.102
	.973
	.628

	a. Test distribution is Normal.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



UJI MULTIKOLINEARITAS
	Coefficientsa

	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	LN_PAD
	.513
	1.949

	
	Dana Alokasi Umum
	.411
	2.435

	
	LN_DBH
	.861
	1.162

	
	LN_DAK
	.677
	1.476

	a. Dependent Variable: LN_BD
	



UJI HETEROSKEDASTISITAS
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	1.626
	1.287
	
	1.264
	.210

	
	LN_PAD
	.022
	.079
	.040
	.279
	.781

	
	Dana Alokasi Umum
	2.931E-7
	.000
	.177
	1.100
	.274

	
	LN_DBH
	-.134
	.087
	-.171
	-1.536
	.128

	
	LN_DAK
	-.047
	.057
	-.104
	-.824
	.412

	a. Dependent Variable: ABS_RES
	
	
	
	



UJI AUTOKORELASI
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.737a
	.543
	.523
	.37477
	1.832

	a. Predictors: (Constant), LN_DAK, LN_DBH, LN_PAD, Dana Alokasi Umum

	b. Dependent Variable: LN_BD
	
	




Lampiran 4. Pengujian Hipotesis

	Variables Entered/Removedb

	Model
	Variables Entered
	Variables Removed
	Method

	1
	LN_DAK, LN_DBH, LN_PAD, Dana Alokasi Umuma
	.
	Enter

	a. All requested variables entered.
	

	b. Dependent Variable: LN_BD
	



	Model Summary

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	.737a
	.543
	.523
	.37477

	a. Predictors: (Constant), LN_DAK, LN_DBH, LN_PAD, Dana Alokasi Umum



	ANOVAb

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	15.047
	4
	3.762
	26.783
	.000a

	
	Residual
	12.641
	90
	.140
	
	

	
	Total
	27.687
	94
	
	
	

	a. Predictors: (Constant), LN_DAK, LN_DBH, LN_PAD, Dana Alokasi Umum

	b. Dependent Variable: LN_BD
	
	
	
	



	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	6.800
	1.462
	
	4.651
	.000

	
	LN_PAD
	.309
	.089
	.343
	3.451
	.001

	
	Dana Alokasi Umum
	6.348E-7
	.000
	.233
	2.095
	.039

	
	LN_DBH
	.058
	.099
	.045
	.584
	.561

	
	LN_DAK
	.226
	.065
	.300
	3.469
	.001

	a. Dependent Variable: LN_BD
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